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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Akibat dari Negara Indonesia sebagai Negara Hukum ialah adanya 
lembaga peradilan. Ini merupakan syarat bagi suatu negara hukum atau 
negara yang berdasarkan atas hukum. Adanya lembaga peradilan 
dimaksudkan untuk mengawasi dan melaksanakan aturan – aturan hukum 
atau undang- undang negara dengan kata lain untuk menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan pancasila dan undang – undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945. 
Penegakan hukum dan keadilan bergantung pada jenis profesi hukum 
yang dikerjakan dan dikuasai oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. 
Agar tidak terjadi hal yang mengakibatkan ketidakadilan bagi seseorang, 
yaitu kegagalan proses mancari keadilan dalam seluruh aspeknya. Terjadinya 
peradilan sesat atau ketidakadilan bagi seseorang karena peradilan dianggap 
gagal memproses pelaku pelanggar hukum secara tepat dan benar serta gagal 
menerapkan hukum sebagaimana mestinya. 
Kewenenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan 
undang – undang dimiliki oleh polisi, jaksa, dan hakim, akan tetapi dalam 
menjalankan tugasnya aparat tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk 
menjalankannya secara benar. Pertanggung jawaban penegakan hukum 
pidana dapat dimintakan kepada polisi atau jaksa sebagai individu pejabat 
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sampai dengan jajaran dibawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan 
dan penuntutan. 
Polisi adalah garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum 
pidana, sehingga polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.1 Polisi 
dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, tidak hanya tunduk pada 
hukum yang berlaku sebagai aspek luar, melainkan polisi juga dibekali 
dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian 
merupakan norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam 
mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik, ketertiban umum dan keamanan 
masyarakat. 
Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian mempunyai tugas – tugas 
seperti melakukan pemeriksaan, penyidikan sampai dengan penangkapan, 
namun dalam hal ini terkadang dalam melaksanakan tugasnya terdapat 
banyak pelanggaran – pelanggaran terhadap orang yang ditetapkan sebagai 
tersangka, banyak masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka tidak 
mengetahui ataupun tidak diberitahukan tentang apa saja yang menjadi hak – 
hak tersangka yang sebagaimana telah diatur dalam banyak pasal di KUHAP, 
mengabaikan hak – hak tersangka merupakan hal fatal apabila dilakukan oleh 
aparat kepolisian karena dapat mengakibatkan proses – proses penegakan 
hukum yang sudah dilakukan dari awal bisa dijadikan celah untuk tersangka 
dapat melakukan pembelaan dalam persidangan sehingga berakibat semua 
 
1 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 
Yogyakarta, hlm. 113 
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proses-proses penangkapan pemeriksaan sampai kepada dakwaan sekalipun 
dinyatakan tidak sah oleh hakim atau batal demi hukum. 
Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga 
negara Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, pancasila 
juga disebut sebagai sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara 
Indonesia, yang mana didalamnya terdapa nilai – nilai kemanusiaan, maka 
penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah hal 
yang terikat yang harus dipatuhi dan diperhatikan bagi setiap proses 
penegakan hukum di Indonesia, sehingga hal yang sewenang- wenang yang 
terjadi khususnya dikarenakan diabaikannya hak-hak tersangka dalam proses 
penyidikan oleh aparat kepolisian seperti halnya pendampingan penasehat 
hukum tidak terjadi di negara Indonesia.  
Sesuai dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP: “Dalam hal tersangka atau 
terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau 
bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau 
lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang 
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib 
menunjuk penasihat bagi mereka” 2.  
Penerapan pasal 56 Ayat (1) KUHAP salah satu ciri beralihnya sistem 
pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa, dari yang sebelumnya 
 
2 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP , Pasal 56 Ayat (1) 
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menggunakan Herziene Inlans Reglement (HIR).3 Hak tersangka yang sering 
diabaikan oleh aparat kepolisian  untuk memperoleh penasihat hukum ini 
lazim disebut dengan Miranda Rule. 
Tujuan prinsip Miranda Rule yang terdapat didalam pasal 56 Ayat (1) 
KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang adil dan manusiawi terhadap 
tersangka, sebab dengan hadirnya penasehat hukum untuk mendampingi, 
membela hak – hak hukum bagi tersangka sejak dari proses penyidikan 
hingga pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan daat berperan maelakukan 
kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan 
dan kekejaman yang dilakukan penegak hukum yang bersangkutan dalam 
proses penyidikan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi 
Manusia. 
Namun pada kenyataannya banyak terdapat kejanggalan dalam proses 
penerapannya, tersangka pada saat ditangkap tidak langsung diberitahukan 
hak-hak hukumnya, terkadang pemeberitahuan baru dilakukan pada saat 
pemeriksaan dimulai, sehingga hal tersebut mengakibatkan tersangka tidak 
punya waktu dan kesempatan untuk menghubungi, mencari dan berkonsultasi 
dengan penasehat hukum tentang perkara yang sedang dihadapinya, 
pemberitahuan tersebut juga kadang terkesan hanya formalitas saja, kondisi 
seperti ini menunjukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat 
kepolisian khusunya instansi penyidik. 
 
3 HIR, hanya mengenal pendampingan penasehat hukum pada perkara pidana pada tahap 
pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan saja. 
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Yahya harahap dalam bukunya menyatakan sebagai berikut : pasal 56 
KUHAP merupakan hak yang sesuai dengan deklarasi universal Hak Asasi 
Manusia ,yang menegaskan hadirnya penasehat hukum mendampingi 
tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang melekat pada diri manusia, 
dengan demikian mengabaikan hal ini bertentangan dengan nilai – nilai Hak 
Asasi Manusia.4  
Dalam prakteknya hak tersangka yaitu hak unuk didampingi 
penasehat hukum selama dalam pemeriksaan, khususnya dalam tingkat 
penyidikan di kepolisian masih sering diabaikan, menurut Yahya Harahap 
hampir 80% perkara yang masuk kategori yang di isyaratkan masuk pasal 56 
KUHAP, tersangkanya disidik tanpa didampingi oleh penasehat hukum.5 OC 
Kaligis didalam bukunya mengutip dan membenarkan kenyataan empiris 
yang dikemukakan oleh Yahya Haharap yang menyatakan “bahwa saat ini 
lebih dari 80% perkara pidana yang diajukan ke pengadilan diseluruh 
Indonesia tidak menggunakan penasehat hukum/pembela”.6 Indriyanto Seno 
Adji mengemukakan bahwa perilaku demikian telah membudaya, terutama 
dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan tersangka.7  
Sebagai contoh kasus adanya benturan antara hak dan kewajiban, 
penulis mendapatkan contoh beberapa kasus yang ditangani oleh Polres 
 
4 M yahya harahap, pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP , penyidikan dan 
penuntutan, cet. keenam , (jakarta : sinar grafika , 2004) hal. 338 
5 Ibid. Hal 97 
6 O.C Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka , Terdakwa dan Terpidana, cet. 
Pertama, P.T Alumni, bandung, 2006, hlm. 232 
7 Agus Raharjo dan Angkasa "perlindungan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan dari 
kekerasan penyidik di kepolisian resort" mimbar huukum Vol 23, No 1 (2011). 
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Malang Kota yang tersangkanya di Ancam dengan pidana lebih dari 5 tahun 
yang tidak didampingi oleh penasehat hukum   : 
Tabel 1. Uraian kasus kejahatan tahun 2017, 2019, dan 2020 Satuan 
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Sumber:data sat reskrim Polres Malang Kota (diambil tanggal 6 November 2020) 
Penyebab kegagalan penyidikan ini sebagian besar dilakukan oleh 
aparat penegak hukum yang tidak profesional dalam menjalakan tugasnya, 
kegagalan  ini merupakan kegagalan penegak hukum secara kesuluruhan yang 
dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan dan ketidakmauan sehingga pada 
tahap pemeriksaaan di tingkat kepolisian kewajiban aparat penegak hukum 
untuk memberitahukan terhadap tersangka tentang haknya didampingi 
penasehat hukum dalam perkara yang sedang dihadapi menjadi terabaikan. 
Dengan demikian penerapan pasal 56 Ayat (1) KUHAP mengandung 
beberapa permasalahan hukum. Kondisi ini menunjukan bahwa di Indonesia 
belum sepenuhnya dan masih banyak melakukan pelanggaran terhadap 
penerapan prinsip Miranda Rule khusunya pada pasal 56 Ayat (1) KUHAP, 
dan dari kasus diatas dapat dilihat bahwa tujuan dari pendampingan penasehat 
hukum dalam semua tingkat Pemeriksaan yang mana agar pelapor (korban), 
Tersangka, maupun terdakwa agar tidak mendapatkan tindakan diskriminatif 
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tercapai, pelanggaran ini terjadi karena belum banyak mendapat perhatian, 
baik dari para penegak hukum maupun pemimpin Negara, baik eksekutif, 
legislatif maupun yudikatif, sehingga terkesan melakukan pembiaran.  
Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam 
penerapan prinsip Miranda Rule dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP yang 
menjamin terpenuhinya hak – hak tersangka, yaitu sangat diperlukannya 
pengakan hukum atas pelanggaran ini. 
Berdasarkan kenyataan kenyataan dan latar belakang tersebut maka 
penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul : 
PENERAPAN PRINSIP MIRANDA RULE TERKAIT 
PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES 
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus Kepolisian Resor 
Malang Kota) 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok 
permasalahan :  
1. Bagaimanakah penerapan Prinsip Miranda Rule terkait Pendampingan 
penasihat hukum dalam proses penyidikan perkara pidana di wilayah 
Hukum Kepolisian Resort Malang Kota?  
2. Faktor – faktor kendala apakah yang menghambat penerapan  Prinsip 
Miranda Rule terkait pendampingan penasihat hukum dalam proses 
penyidikan perkara pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang 
Kota? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Prinsip Miranda Rule terkait 
Pendampingan Penasihat Hukum dalam proses penyidikan di Wilayah 
Hukum Kepolisian Resort Malang Kota. 
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya kendala 
dalam penerapan Prinsip Miranda Rule terkait pendampingan penasihat 
hukum dalam proses penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort 
Malang Kota. 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini, penyusun berharap bahwa penelitian akan 
memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan pandangan-pandangan 
dan wawasan baru yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan 
penelitian selanjutnya, sehingga dapat memberi nilai guna dalam dunia 
akademis khususnya dalam mengkaji ilmu hukum. 
2. Manfaat Praktis 
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti 
dan masyarakat pada umumnya mengenai hak – hak tersangka terkait 
pendampingan penasihat hukum yang terdapat dalam prinsip Miranda 
Rule sebelum dilakukannya  proses penyidikan, dan juga menajadi 
refrensi terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. 
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E. Kegunaan Penulisan 
1. Bagi Penulis 
Selain dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) kegunaan bagi penulis sendiri 
adalah memberikan pengetahuan tentang pentingnya penerapan prinsip 
Miranda Rule dalam proses penyidikan terhadap tersangka. 
2. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana memperoleh 
pengetahuan lebih terkait dengan pemenuhan hak – hak tersangka terkait 
pendampingan penasihat hukum yang terdapat dalam prinsip Miranda 
Rule sebelum dilakukannya  proses penyidikan. 
3. Bagi instansi  
Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat memberikan manfaat 
bagi aparat penegak hukum dalam hal menjalankan tugasnya. 
F. Metode Penelitian 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Metode Pendekatan 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 
yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
menganalisis dan mengkaji hukum yang berjalan dalam masyarakat. 
Hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, 
kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam 
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penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum 
terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial 
terhadap aturan hukum.8 Dalam hal ini penulis ingin mengetahui sejauh 
mana pemberian hak – hak tersangka yang terdapat dalam Miranda Rule 
terkait pendampingan peasihat hukum dalam proses penyidikan oleh 
kepolisian resor Malang Kota dan faktor apa saja yang menjadi 
penghambat penerapannya. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor 
Malang Kota  pada instansi terkait yang berhubungan dengan 
penyidikan.  
3. Sumber data 
Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa 
sumber data yang meliputi Sumber Data Primer, Sumber Data 
Sekunder, dan Sumber Data Tersier yakni sebagai berikut: 9 
a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber penelitian baik berupa wawancara langsung dengan 
responden serta berupa dokumen lainnya yang diperoleh dari instansi 
terkait.  
b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen - 
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 
 
8 Salim,Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi 
(Jakarta. PT Raja Grafindo Persada) Hlm. 20 
9 Zainuddin Ali,  Metode Penelitian Hukum (Jakarta. Sinar Grafika,2009) Hlm. 106 
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penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 
disertasi, dan peraturan perundang-undangan.  
c. Sumber Data Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai data 
primer atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, 
majalah, surat kabar, dan sebagainya. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun beberapa teknik pengumpuan data yang penulis gunakan yaitu : 
a. Wawancara  
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan tanya 
jawab secara langsung kepada responden dengan menggunakan 
teknik wawancara tidak terstruktur, wawancara yang bebas di mana 
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 
permasalahan yang akan ditanyakan.. Adapun yang menjadi 
Responden dalam penelitian ini yaitu pejabat Penyidik Polres Kota 
Malang. 
b. Dokumentasi  
Penulis mengumpulkan data-data atau dokumen hukum dengan cara 
membaca, mempelajari dokumen dan arsip maupun catatan penting 
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c. Studi Kepustakaan    
Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 
dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.10 
5. Teknik Analisa Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis 
data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu 
metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi 
data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan 
kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya 
dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan 
teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat 
kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam 
penelitian ini.11 
G. Rencana Sistematika Penulisan 
BAB I  : PENDAHULUAN  
Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat 
landasan yang bersifat ideal das sollen dan kenyatan das 
sein yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak 
 
10 Ibid, Hlm, 107 
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 
2004, Hlm, 50 
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di kaji lebih mendalam, Rumusan masalah yang 
diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah 
yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode 
dan sistematika penelitian untuk mempermudah 
penyusunan penulisan hukum ini.  
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini penulis menyajikan teori-teori maupun kaidah 
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 
maupun literatur yang akan digunakan untuk mendukung 
analisa yang akan dilakukan pada penilitian yaitu terkait 
dengan Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam Proses 
Penyidikan terkait dengan pendampingan penasehat 
hukum Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang 
Kota. 
BAB III : PEMBAHASAN 
Pembahasan berisi uraian dan pemaparan data-data hasil 
dari penelitian yang didapat dari teknik pengumpulan data 
dengan tujuan untuk mendukung analisa penulis terkait 
dengan Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam Proses 
Penyidikan terkait pendampingan Penasehat Hukum Di 
Wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang Kota 
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BAB IV : PENUTUP 
Bab IV ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan 
ini yang berisikan kessimpulan dari pembahasan Bab III, 
dan berisikan saran penulis terhadap permasalahan yang 
diteliti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
